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“Menagingat

2..Undang-undang Nemor 22 Tahun 1993 tenfan:

4, Undang-undang Nmmr 43 Tahun 1999 tentan:

.. Peraturan Pemerintan Nomor 25 Tahun 2000 tenta™

2

c. bahwa sehubungan hal tersebut di atas, perly
disusun tersendii Peraturan Daerah Kabupaten

Magelang tentang Pernbentukan, Kedudukan, Tugas &

Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Lembags ‘t

Teknis Daerah Kabupaten Magelang.

1. Undang-undang MNomor 13 Tahun 1950 o

Peraturan  Pemerintah Nomor 32 Tahun Jogr
tentang Pernbentukan Caerah-daerah Kab

dalam Lingkungan Propinsi.Jawa Tengah ( Berts

Negara Tahun 1950 ) dan Peraturan Permenriah
Nomeor 21 Tahun 1982 tentang Pemindahan Ibu Kotz
Kabupaten Daerah Tingkat [1 Magelang dan ‘Wilavan
Kotamadya Daerah Tingkat 11 Magelang k=
Kecamatan Mungkid di Wilayah Kabupaten Dzeran
Tingkat Il Magelang ( Lembaran Negara Tzhun
1982 Nomor 36) ;

_pémerintahan Daerah  (Lembaran Negara Tahu-
1999 Nomeor 60, Tambahan Lembaran Negara Nom:

3839);

3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1993 tentan
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat do
Daerah (Lemmbaran Negara  Nomor 75 Tatu
1999, Tambahan Lembaran Negara Nomor 385 'l

Perubahan atas Undang-undang MNomor & Tahu?
1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaa?
Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahd
Lernbaran Negara Nomor 3890);

- Kewenangan Pemerintab  cdan Kewenangan Prop™
sebagal Daerdh Otonom! (Lembaran Negara Taht

2000 Nomor 54 ), 7/ © .

|
i .
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6. Peraturan Pemerintah Nomor 84  Tahun 2000
Tanggal 25 September 2000 ftentang Pedoman
Qrqganisasl Perangkat Daerah ( lembaran Negara
Tahun 2000 Nomor 165).

DENGAN PERSETUJUAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATER MAGELANG
MEMUTUSKAN
vienetapkan  : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG
TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS
POKOK, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN
MAGELANG .

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

a. Kabupaten adalah Kabupaten Magelang ;

b. Pernerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Magelang,;

3 Daerah adalah Daerah Kabupaten Magelang;

'd. Bupati adalah Bupati Magelang;

e. KKepala Daerah adalah Bupati Magelang;

f Dewan Perwakilan Rakyat Daerah aclalah Dewan Penwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Magelang;

g. Badan atau Kantor adatah lembaga Teknts Daerah vang

mempunyat fungsi koordinasi dan perumusan kebijaksanaan
relaksanaan serta funcsi nelavanan kenada masuaralfat
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Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tu
tanggungjawab, wewenang dan hak seorang Pegawal Negen -
dalam saluan organisasi yarg dalam pelaksanaan  tuda
didasarkan pada keahllan dan alau ketampilan terienty e

bersifat mandiri;
Peraturan Dagrah adalah Peiaturan ﬁ?lﬂ;'h_h Kabugatzn Mz:gr‘

BAB II
PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Dzerah ini dicentub Lemoage Tekns Lo

Kabupaten Mageiang.

Lembaga Teknis Daerah Kabupzten Magelang sebageimans dimassic ¢

Pasal 3

-

Pasal 2, meliputi :

a.

b.

Lernbaga Teknis Daerah yarg berbentuk Badan, tandiii can
1. Bacan Pengawasan Dagrab,
2. Badan Ferercanasan I’uub_a gunian Dazrah.

S

Lembega Tekns Diesal. yarg berbentuk Kamay, terdindan
1, Kartor Peihubargan.

2, Kartor Pedndustngn dan Perledingan,
3. Kantor Pentanshan.

4.  Kantor Koperasl,

S, Kantor Tenage Keqja dan Tiansini)ras,
6. Kantor Kepencudu<an dan Catasn Sipll,
7. Kattor Pengelolcin Fasar

8. Kantor Pariwisata.

9. Kartor Petampangan dan knergl.

10, Kantor Penberdayaan Masyarakat Desa.
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11. Kautor Pengendalian Carnpak Lingkungan Daerah,

12. Kantor Penanatman Modal.

13. Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat.
14. Kantor Satwan Polisi Parmeng Paja,

15, Kautor Pengolaban Data Elektronik,

16. Kantor Perpusiakaan dan Arsip Daerah,

17. Kantar Peayanan Terpacd,

18. Kantoar Kesgianteraan Soslal,

. BAB IIL

ORGANISAST LEMBAGA TEKNIS DAERAH
KABUFATEN MAGELANG

_ LR T

Paragraf Pertama
BALAN PENGAWASAN DAERAH

Bagian Pertama
HKEDUDUKAN

Pasal 4

(1) Badan Pencawasan  Da2rah  merupakan ursur penuijang .
Perrer izl kabudaten,

(<) Bedun  Zencawasen Dacrah  cipin pin - clen seorand {epela wung
berach di biwal dan ertanigung jewab kepada kepaa Daean
nalolu Selyeterie [acrih,

Bagian Kecua
TUGAS POKOK
Pusal b
Badar Fer guwnasan Lacra ne pungza tupas  membanty Kepala Dasrah

dalam perytlercguriany Pencitahan Kabupaen o bicang  Fenganasan
Daerah .
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Bagian Ketiga
FUNGS.I

FPasal 6 I

Untuk menyelenggarakan wgas sebagalinana dimaksud calam Pagy
Badan Pengawasan Caerah  mempunyal fungsi @

a. Perumusan kebijakan ta<nis di bideng Pengawasan Daerah.

b. Pelayanan penunj@ng penyelenggaraan pererintahan Kabapztz
Bidang Pengawasan Daerah.

Bagian Keampat
STRUKTUR ORGANISAST

Pasal 7

(1) Struktur Organisasi Badan Pengawasan Daerah, meliputi:

a. Kzpala;
b. Sekretariat, meliputi :

1) Sub Baygian Umum;
2) Sub Bagien Perencanaan;
3) Sub bagizn Evaluasi dan Pelaporzn,

Bdung L ﬂ

C.

d. Badunj il

e. BdunjlIL

f. Bdunj V.

g BidangV

h. Kelompok Jebaten Funysional

() Bagan Stullur Qrgarisas: 3adun Pewgawasan Duerah &
sebugaimana lerdepalt paca Lanpran I dan merupakan (i
yeny tidak terpisahean dad 2ecamran Dazrah ird.
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Paragraf Keclua
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNHAN DAERAH

Bagian Pertama
KEQUDUIKAN

Pasal 3

L]
r

J
(1)  Badan Perencanaan Penbanguran Caerah  merupakan ursur
penunjang Pemetintah Kaoupaten. o4 : ‘

!_2’ Badan Pzrencanzan Pembangunan Daeran diprapin dieh smirdn;
Kepula yang berada di bawsh dan  berlanggung jawab kepada
Kepala Caerch melalul Sekretaris Daerah. .

Bagiun Kedua
TUGAS POKOK

Pasal ©

Badar, Perencanaan Pembangunan Daersh mempuayai tugas memaantu
Kepala Dasrah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaen di Bidang
Perencanaan Ferbangunan Caergh.

Bagian Katiga
FUNSSI

, Pasal 10

Uatuk nemyelangearakan wgas sebagaimana Jimeksud Jelam Fasal €,

Badar Ferzncenaan Pembanguran Dazrah rem dunyal i nygst §

a.  Perumaan  keciakan  wekne  dalom Bicang  Fel@ncanaan
Punibangunen Dagran; .

b. Peleyanan peiumjang penyelenggaloan Pamedntanan  kabuate)
Dalarr Bidang Perencanaan Pembangunan Dasrah, :

oy

Dipindai dengan CamScanner
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Bagian Keernpat
STRUKTUR ORGANISAST

Pasal 11

(1) Struklur (};'g#msasl Badan Perencanvan Pembanguran Daer.-
meliputi ’

a. Kzpala;
b. Sekrelariat, meliputi ;

1) Sub Bagian Umum dan Administrasi;
2) Sub Bagian Kepagawaian;
3) Sub Bagian Keuandan.

c. Bdung I maiput ;
1) Sub Bidang Fertaniun, Sumber Daya Alam , Surmoer
Lingkungan dan Perlambargan Enemgi.
2) Sub Bigang Perindustrian Koperasl dan Dunia Usane.

d. Bidang II, mel'puti
1) Sub Bivang Perhusungan dan Pariwisata ;
2) Sub  Bidang  Pemukiman,  Prasarana Wi
Fengembangan Kawasan dan Kerjasama Pembanqure

e. Budung II, neliputi
1) Sub bidgarg Agama, Pendidikan Kebudayaan can ’J
Fernerittzhan. .
2)  Sub Lidar g Kepandudukan, kesehaan dan Kese o
cotlal,
_ f.  iKzlo puk Jebule n Funysionak
(2). Zogen Strukoyr QOuganisésl  Bacan Perencanaan Pambad
Seenal aoalah sebiguimaca dapat pada  Lampican U

merupakan lamplaan yag bduk terpisahiay Jan Parstuae
ni.
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Paragraf Ketiga
HANTOR PERHUBUNGAN

Bagian Pertama
KEDUDUKAN

Fasal 12

(1)  Kantor Perhubungan  merupakan uisar penunjang Permerint2n
Kabupaten.

(2) Kantor Perthubuncan dipimpin oleh s2crang Kepala yand beradq
dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Deerah melalui
Sekyetaris Daerah.

Bagiun Kedua
TUGAS POKOK
Pasal 13

Kantor Perhubungan mempunyai tugas membartu kepaia Dasrad
dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten bidang di Bidang

Perhubungan.
Bagiun Ketiga
FUNGSK
Fasal 14

Urituk menyzlenggarakan twgas sebagaimana dima sud
dalam Pasal 13, Kerter Perhubungan mempunya. funjs @

a4  Perumwan Lebijakan tekpie i Eidang Parlbubuaagar.
b Peleyanan perunjeny penyelenjcaiain Peneiinaan Kub ipatan di
Bidung Peshubar gan

Dipindai dengan CamScanner
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Baglan Keernpat
STRUKTUR ORGANISASI

Painl LS
Strukur Oranisast iKantor Pernubungan , meliputi -

a, Kepala

b. Sub Bagian Tata Usaha

c. Seksi Lalulinlas.,

d. Seksi Angkatan.

2. Seksi Kendaraan Berrnotor.

f. Kelorpok Jabatan Fungsional.

dagan  Struxtur Crganisasi kKantor  Perhubtungan  adzian
seyaguimana tersebut pada Lamipiran I can merLpakan zrrgian
yarg tdek terpisahkan dan Peraturan Daerah ini,

Paragraf Keernpat
KANTOR PERINDUSTRIAN CAN PERDAGANGAN

Bagian Pertama
KEDUDUKAN

Pasal 16

Kartor Penndustiian dan Perdagangen ireivpasan wsur
senuniar.g Pemetintah - Kakupalen,

{antor Peirdustrion dan Perdagangan dixinpin Iu:la-.h 2urLiny
Cepola yaug beada ditawah dan bertunaggara Jewab <epads
Cepila Dacrah nelelui Selvetars Cacrah,

Baglan Kedua
TUGAS POKOK

Fasal 17

~ Lertor  Perincustnan  dan Perdaganaen  menpuryai - tugss

mei;:lbar.lu Kepala veciah dalem penyelenggaraan Pemeriatahan kalupa.ea
i Bdang Industid dan Perdagangan,
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Bagian Ketiga
FUNGST

Pasal 18

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana d
17 Kantor Perindustran dan Perdaganjan imerapunya - -
a. Perurnusar ketijokan tekrnis di Bdang Industid dalf verdagargan,

b. Pelayanan penunjang penyelenggeraan Fernerintahan Kabupaten di
Bidang Iadustri dan Perdagiangan.

Bagian Keampat :
STRUKTUR CREANISAST

Pasal 19
(1) Stukmr  Organisasi Kantor Perindustrian dan Perdagangan,
meliouti : 2,
a. Kepela ;

b. Sud Bagian Tata Usaha ;
c. . Se«s Industri Kimia, 2gio den Hasd Huan,
d. Se<si [nduslri Logam, Masn, Eelird dan Areka,
1 es . Sedl Uszh Fedaganjan.
A Ke.onpok Jabatan Fulgaonal,

{2). " Bagun SUukbur Organksasi Karter Cevirdusiun dan Fardaangan

acalah sekbacaimana @ dapat dalay. Lanpiran IV don paupaian
lampiran yang tidag terpisaikan dar Fenatiran Raecah .

Dipindai dengan CamScanner
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Paraqiaf Kelima
KANTOR PERTANAHAN

Baglan Fertama
KEDUDUKAN

Pasal 20

(1) Kantor Pedsnahan merupakan  unsur  penunjarg Perrerincah
Kabupaten,

(2)  Xantor Fertanahan dipimpin oleh Seoiang Kepala yeny berada di
bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daziah melala
Sekrataris Daerah.

bayien Kedua
TUGAS POUKOK
Pasal 21

Kantor Perdanahan rnempunyai tugss membantu
dalam penyelenggaraan Femerintahan Kabupaten di Bidang

.'ltamha?e‘ ::
(eSS

PR A L 3

B

Bagiun Keti)e
FUNGLT

Fasal 22

Jriuk menye engjaracan 11933 <ebajamana dinalksud daain Sasal
2- Kantor Pertanaban  mempunyal fungss

a.  Perumugan :Lel-ij;nkun teknis ot bidany Pertunahan;

b.  Pelayanen pznunjane peayzlenggarian Pererinabhat Kabupaten d
bifang Feitanaian.

!
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Bagian keempat
STRUKTUR ORGANISASI

pasal 23
(1) Structur Oiganisasi Kantor Pertanahan, melipati :

Kepala;

Sup Bagian Tata Usaha;

Sesi Peratagunaan Tanah;.

segsi Pergaturan Penguasaan Tanah,
Segs: hak-Fak atas Tanah,

Se«si Perqukuran dan Pendaftaran Tanah;
Keompok Jabatan Fungsicnal.

“ N AT e

(2)  Began Struktur Orgarisas: <antor Perianahan adalah sebacaimana
te dapat dalam Latnpiran V  dan meiupakan lampiran yarg tidak
te p.sahkan daii Peraturan Daerah ini,

Paragralf Keenarn

* AN 4‘} KANTOR KOPERAST
.)- 1A% ".\TEE' ; Bagian Pertama

b fee e KEQULUKAN
4.blﬁ'&{.;-‘ﬁ;‘ | :

s et Pasa’ 24

(1) - Kintor Koparas. rerugeken  uasur  penarjarg  Pemeinga)
K bupaten.

(2) Kentor Koperasi dipimpin clzh seovang Kepale vaig be ada di
pewih dan berargguig jawab kepada K2pala Dagtah melalu
Sekaetaris Daeral.

Dipindai dengan CamScanner



14

Bagian Kedua
TUGAS POKOK

Pasal 25

Kantor Kopetas rmempunyal tugas membantu - Kepala Eia_erah
dalam penyelenggeraan Fererintahun Kabupaten di Bidarg Perkopesasian

Bagian Kefiga
FUNGSI

Fasal 26

Urtuk menyziengjaraan :ugas sebagaimana dimaksud daam Paszl
26 Kantor Koperasi mempunyai fungsi :

a. Perumusan kebijekan tecnis di Bidang Perkoperasiar;

b. Pelayanan penunjang penyslenggaraan Pemerintahan Kabupaten a
Bidang Ferkoperasian, .

Baglan Keempat
STRUKTUR QORGANISASI

Pasal 27

(1) Stiuktur i genisash Kentor Keperasi, maliput :
Eepaa,

Sud bagian Tata Usiha,

Sebsi Bira Usalia,

Seksl Bira Lemouge,

Ceks Bina Fernbiayaan,

Kelorapol Jabatan Fangsionel.

= S L
-« g = g =

(2).  Bagen SuuvMur Organkas  kantor Koperas: adaleh sebagaiiand
werdapat dalem Lerpiran VI dan mergpatan laapivan yang tidad
wipisankan dari Peraturan Caerah in.

Dipindai dengan CamScanner
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Paragraf Ketujuh
IKANTOR TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRAST

Bagian Pertama
KEDUDUKAN

Pasal 238
(1) Kantor  Tenaga Kerja dan Transmlgrasi  merupekan ursur
Penunang Pemerintah  Kabupatan.

(2) Kentor Teraga Kerja dan Transmigrasl dipmpin oleh seorang
Kepala vang berada di bawah dan bertarggung jpwap kepeda
Kepala Caerah melalui Sekietaris Daerah.

Bagiun Kedua
TUGAS POKOK

Pasal 29

Kantor Tenaga Kerja dan Transmigrasl mempunyzai  tugas
membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemeriniahan
Kabupaten cii Bicang Ketenagakerjaan dan Transmigrasi.

Bagian Kztiga
FLINGSE

Fasal 30
Unduk menyelenggeraken tujas senageimana dimaksud dalam Pesal

29 Kantor Tenaga <erfa can Tranumigrasl mempunyal fingei :

a. Perurnuear, kebhakan tekris di Balang Ketanacakenjaan  dan
Trar snigras;

b Pelajanen penunjang panyeieagdataan Fenarintihan Kabopawen i
sidany keteragakejaan dan Tranwmigiasi .

Dipindai dengan CamScanner
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Bagian Keermnpat
STRUKTUR ORG ANISAST
Pasal 31

(1) Struktur  Organisasi  Kartor Tenaga Kerja dan Transmigrasi,
meliputi:

Kepaia ;

Sub Bagian Tata Usaha ;

Seksi Transmigrasi;

Seksi Penempaan dan Pelatihan;

Seksi Huoungan Keija dar, Ferlirdungan Tenzga kerja;

Kelorapok Jabatan Furgsional.

oo ow

(2) 3agen  Stuktur  Organisasi Kantor Tenaga Keje adzian
s@agaimana terdapal dalam Larapiran VII dan merupakan izrmgi aa
vaag tidak terpisahkan carni Peiaturan Daerah ini.

Paragraf i{edﬂlapan
KANTCR KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

Bagian Pertarna-
KEDUDUKAN

Pasal 32
(1) Cartor  Aependudikan dan Catatan Sipl  meupasan uNSLr

Yenuniarg Femerintah  Kabupaten.

(%) Certor kepeaduculan Jan Cotaten Spil  cipmpiy olzh seain
Cepila yang beraca di bawuh can bertangoung javab Repada
Cepala Cacrah melelui Selretaris Caerah,

bagian Kedua
TUGAS POGKOK

Fasal 33
antor Kependuydukan can  Catutan Sipll memoumyai  tugas
rmernbar.tu Kepula Dueerah  dalam  penyeenggaraan  Pananniahan

Kahupatzn di Bidarg Kependuclukan,

Dipindai dengan CamScanner
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Baglan Ketiga
FUNGSI

Pasal 34

Untuk menyelenggarakan tugas sebageimana dimaksud dalam Pasal
33 Kantor Kepandudukan dan Catatan Sipil  rmempur yai fungsi :
a. Perumusar. kekbijakan teknis di Bidang Kependudukan;

b. Pelayanan penunjang panyelenggzraan pernerintahan Kabupaten di
gidang kependucukan.

Bagian keerripal
E.TRUI{TUR ORGANISASIT

Pasal 35
(1) Susunan Organisasi Kantor Kependuadukan dan Catatan Sipil,
meliputi :
a. Kepala ;
b. Sub Bagian Tata Usaha;
C. Secsi Kependudukan;
d. Se«s Caman Sipd;
€. Se<s Informesi dan Marografi,

-

< Ke ompok Jabatan Fungdonal,;
(2}  Begun S kur Crogarisas. Kantor Kzpardudaskar can Catatar Sipil

acalah sabacaimana @idapat dulern Lanip ran VILE dan menupakan
lampiran yang Zidak terpisabken dari Peraturan Qaenah Ini

Dipindai dengan CamScanner
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Fareciraf Kesembilan
KANTOR PENGELOLAAN PASAR

Bagian Pertana
KEDUDUKAN

Pasal 36

(1) Kentor  Pengeloiaan Pasar mefupakan — unsur  Fenunjang
Pemerintah  Katupaten,

(2) Kantor Pengelulaan Pasar  dipimpin oeh seorang Kepzla yang

berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala Daerah
meletui Sehretaris Daerah.,

Bagian Kedua
TUGAS PUKOK

Pasal 37

<antor Pengeloiaan Pasar mempJrnyai tuges menbantu Kepala

. Daeran dalam penyelenggaraan Pernerintahan Kabupaten di Bidang
Pengeoian Pasar

Bajlan Keliga
FUNGST
Pasal JE

Urtuk mengglenggarakan ugas sebaganrana dinaksul daan Pesel
37 Kantor Pengeiolaan Pasar rnempar yal fungsi ;

a. PerumJsan ketijeken e4nis di Biding Pengzlulc an Fasai;
b. Pelayanan penumang pen/een leraan Femerirtenen Kabspatar i
Bidang Pengelciaan Pasar.

Dipindai dengan CamScanner
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Bagian Kesmpat
STRUKTUR GRGANISAST

Pasal 39

(1) Struktur Organisas! Kantor Pengelolaan Pasar, meliputi :
Kepala ;

Sub Bagian Tata Usaha,

Seacs Retrious! dan Perijinan;

Secsi Keoersihan dan Pemeliharaan;

Sexs: Kewiibarn dan Fengamanan,

Kaiompok Jabalan Fungsicnal.

moap oW

(2) Bagan Stuktur Crganisasi  Kantor Pengelolan Faszar adalan
sebegaimana terdapat dalam Lampiran [X dan merupakan larrpiran
yang tdak terpsahkan dai Peraauan Daerah ini,

Paragial Kesepulun
KANTOR PARTWISATA,

Bagian Pertama
KEDUDUKAN

Pasal 40

(1) Kenlor Parwseta mewpakal  unswr  Peaunjang Pemaiinian
Kzbupaten,

(2) Kentor Fanwisate  dipinipin oeh teoreng Kepala yang berade di
bewah da) bertargguig 1awad kepada Kapala Dagay melalul
Sekyetaris Deeral .

Baglan Ked ja
TUGAS POKOK

I'asel 41
Kamtor Parwsate  meapunyal tigas memoanty  Repala Daevan

dalamm  penyelanggaleen  Penerlutuhan  Kabupaten  of Bdang -
Iepariwisataan.

Dipindai dengan CamScanner



Ketiga
FUNGSI

Pasal 42

Urtuk menyeienggaraxan twigas sebagaimana dimaksud daam Pesal
41 Kantor Pariwisata mamp.nyei furgsi :

a. Perumusan kebijakan texnis di Bidang Kepariwisataan;

b. Pelayanan penuniang penyaengjaraan pemerintahan Kabapaten d
Bidang Kepariwisataan.

Keampat
STRUKTUR ORGANISAST

Pasal 43
(1) struktur Orgeznisasi Kantor Parwisata, meliputi

Kepala;

Sub Bagian Tata Usuha ;

Seksi Obyek;

Seksl Sawana,

Seksi Senl Jan Knya,

Seksi Bina Pasay, Prumosi dan _ayanen,

Seksi Pangernbengan Usiha Cerfusava Periwiala,
Kelorapol. Jakatan Fargsionel.

sempaoow

(2)  3aoan Strukdur Crgamsas Kunlol Faaisata adalah sebagaiinana
edapat dalr. Lainpiran 2 daa marupakar lampirzn vang tidax
eipisahkar dari Pergturan Caerah in

L 1

Dipindai dengan CamScanner
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Paragraf Kesebelas
KANTOR PERTAMBANGAN DAN ENERG]

Bagian Peitama
KEDUDUKAN

Pasa 44
(1) Kantor Pedarmbengan dan  Energl  merupa<an unsur

Penunang  Pemaritah Kabupaten

(2) Konlor Peitambancan dan Energi  dipimpin oleh ceoiang Kepala
yang oerada di bawah dan barlangjung jawab kepaca Kepala
Duerah melaiui Sek-etaris Daeah.

Bagian Kedua
TUGAS POKOK

Pasal 45

Kantor Per-ambangan dan Energi mempunyai tugas membantu
Kepala Daerah dalam peryelenggaraan Pemerintahan Kabupaten ci Bidang

Pertarmbangan dan Energi

Bagian Katidla
FUNGSE

Fazal 10

Untuk manyelenage raken tugas sebageimana dimaksud dalam Pasal
43 Kaar Pertarnbargasn dun Enagl mempunya: fangsi :
a. Perurnacar ka2 e kan teinis i Bdang Pedambangan dan Enardi,
b. Felaganen penan.ang panyeleagge rear Pemerinkehan Katupaten di
Bijanc Fertampa)gar cen Energl, st

Dipindai dengan CamScanner
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Baglan Keernpat
STRUKTUR ORG ARISAS]

Pasal 47

(1) Struktur Organisasl Kantor Pertambangan dan Enerfti, noelipun
Kepaia ;

Sub Baglan Tata Usiha,

seksl Aneka Tambang;

Sekst Eneryl;

Seksi Penelitian dan Pengembancan,

Kelorapok Jakatan Fungsional.

P an o

(2)  3agen Strukayr Orgunsesi  Kantor Peranbamgan Jer o
adgalah szbacainana terdapat dalam Lampiran XI den men= o«
arpiran yarg tidak terpisahkan dari Peraturan Dazza o,

Pavagraf Kedua Belas
KANTOR PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

Bagian Pertama
KEDUDUKAN
Pasal 48

(1) <arfor  Pemrberdayaan Masyarakat Desa meiupasan TN
enumpar g Peraerintah  Kabupaten,
() <artor Peinbeiduyean Mas/aaka: Desa  dGprmpin Dk ewa

CGpole yang beraca di basuh can pertangcung Javab kepidi
Cepile Cacrah nelilui felyetaric Caereh,

Bagien redua
TUGAS POROK

Vasal 49
Cardor  Pernpeitdyean  Mesyarakat Desa  i@inpunya STTEL
rmembat L ket Daeah dalatn penge engaaaan Punermalad

Kabapetan di Bioarg Fengabangen Clenont Dociah  dalgm Hhiuean
pemt;;da?aar\ Masyaraeot Desa.

Dipindai dengan CamScanner




. Bagian Keempat
FUNGIST

vasal 50

Uatuk menyelengcalakan tugas sebagaimana dirnakeud daam Pasal 49
wantor Pemberdayaan Masyarakat Dasa rmerdpunyal iungsi

2 Perumusan kebjagan teknis di Biderg Fengembangan CGlonom
Daerah dalam Urusan Pernberdeysan Masyarakat Dese

o

Peleyanan perunjang penyelengcalaen Pemeiiniaran Kobipztzn di
gidang  Pengsmbangan  Otonomni  Dasrah  dazm  Uusan
Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Bagian Keempat
STRUKTUR ORGANISAST

Pasal 51

(1) Structur Oiganisasi Kanor Pernberdzyvaan Masyarakat Dess,
meliptti : '
a. Kepala;

b 5up Bagian Tata Usaha |

C. S5e«si Keembagaan Masyere! 5t

d. Sew Usaha-geaha Mas aialog;

€ Se<s Fergerr bangan Masyalzbal;

F. Sa«l Pergolahun Polensi Dese;

qQ Keaompok Jabatan Fungsicril.

(2)  Began Sxuklur Qrganisasl Kantor Fenberdeyean Masyarakat Dasa

acalah sabacaimana exdupat didam Lanp ran xJ1 dun nesupakan
anpiran yang tidag werpisankan dar Feraturan Racan oo

Dipindai dengan CamScanner
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Paragral Ketiga Belas
KANTOR PEMGENDALIAN DAMPAK LINGKUMGAN DAERAH

Bagian Pertama
KEDUDUKAN

Pasal 52

(1) Karter  Pengendalian Dampak Lingkungan Daeralti  mervpalan
ansur  Penumjang Pemedintah  Kabuoaten.

(2) Kantor Fengendalian Dampak Lingkargan Caergh  diginsn es
seorang Kepala yeng berads dibaweh dan bertanacung j2eso
cepacla kepala Daerah melali Sekrelaris Daeiah,

Bagian Kedua
TUGAS POKOK

Pasal 53

Kartor Pengendalian Dampak Lingkungan Dasrah  mempurya
tuoes membaitu  Kepala Daerah dalam penyzlenggaraan Permerinishan
Kabipatzn d Gidarg Lngkungan Hidp.

Baglan Ketiga
FUNG4SL

Pasal 54

Jrivk menyeeng Jarakan ugas sebagairana dinaksud daain Fesl!
5)1 Fantor Pengeiolaae Dampak Lingcancan Dutiah nempunyss farged <

a. “erumnasan ke jekan te<nis di Beng bingbuegan Hdup 2

_ JEdyanan peoun.any panyeieng JFigar pemcrntahun kabagatar @
g 3id2 g Lngloingen Hidep

Dipindai dengan CamScanner
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Bagian Keempat
STRUKTUR ORGANISAST ’
Pasal 55 0,
(1) Strugtur  Qrganisasi Kantor Pengerdolian Dampak Lingkungan .
Daerah , meliputi :
Kepala ;
Supb Bagian Tata Usaha |
Sasi Pencemaran Linghuwgan;
Sa¢si Peacegahan Dampax Linghungan;
Sexsi Perataan dan Pemulhan Kuaitas Lingkungan;
Keioimpok Jabatan Fungsicnal.

T apTe

(2) Began Structur Cigenisasi | Kanlor Pengendaian  Dampak
Lingkungan aclalah sebegairiana terdapa: calam Lampiran XG1 dan
merupakar lampiran yang tidak terpicabken dari Peratuian Deeran
ini

Paragraf Keampat belas
KANTOR PENANAMAN MODAL

Bagian Pertama
KEQULUKLAN

Fasal 3G

(1)  Kentor  Penanaman vodal nergpekin unsur Penujng
Perner nlah  Kabuapaten,

(2) Kamtor Penanernan Mcdal  dipinmipan oley seotarg kepala van)
beracls di buwah can bertanggand iawab kepada Keala Daeran
malalul Sekretaris Dacezh,

Dipindai dengan CamScanner
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Bagian Kedua
TUGAS POKOK
Pasal 57

Kantor Penanaman Modal mempuryal fugas rmernbartu  Kepala
Dasran  dalam peoyzlenggaraan Peraerintahan Kabupsten di Bidang
Penanaman Modal

Bagian Ketiga
FUNGSI
Pasal 58

Unwuk mernyelenggarakan tugas sebagaimana dimnaksud
dalam Pasal 57 kantor Penanaman Modal  mempunyai fungs: :
a. Perumusarn ketijakan teknis di Bidang Penanaman Modal

b. Pelayanan perunjang penyelenggaan pemerintahan Kabupaten a
3idang Penanaman Modal

Bzgian Keempet
STRUKTUR CRGANISAST
Fasal L9

(1) Stivktur Orgenisasi Kentor Penanainan Macal m@iput :

a. Kepaa ;

0. Sub Baglan Tats Usaha;

C. Selsi Premasi don  Pengambangen  Jaringan
kerjasama/lnvestasi,

d. Seksi Perijinan;

a, Seksi Pendataan dan Pencguliun Potensi;

f. Seksi Fengendalion, Evaluas can Felapotar

2. Kelorapok Jabatan Fangsional.

Dipindai dengan CamScanner
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%
(2) Bagan Stuktwr Orgarigasi Kantor Fenanaman Modal adalan

sebagaimana terdapat dalar Lampirah XIV  dan mesupakan
lampiran yang lidak terpisatikan clarl Per‘tu'an Daenah ini.

Paragraf’ Kelima belas
KANTOR KESATUAM BANGSA DAN PERLINDUNGAN
MASYARAKAT

Bagiam Perlama
KEDWDUIKAN

Fasal &0

-

(1)  Kanior Kesatlan Bangsa can Perindungaa F“'dﬁ-‘jnl’ﬂ'nt
merupakan  unsur  Periunjeng Pemerintah Kabapaten.'

(2) kKentor Kesawan Bargsa dan Pellindungan Masyarakat dipanpin
cleh seoang Kepala yang berada di bawah dan betanggung Bwad
kepada Kepaia Daerah melaiui Sekretaris Dasrah.

Bagian Kedua
TUGAS POKOK
Fasal 6l
 rentol kesatuzn Singsa dan Pedindur gan Masyarakatl mempurya
hgas riemdentd  Kepela Catreh calam pewelenycarasn Pon ennaaan

Kabupater ¢ Bicang Fetatsin Bangsa dan Pelindangun Misyaraas

Bagian K2t
FUNGSI

Faal 32

Jutuk meanyeleange racin W es «haddimana dmaksud falam Pusal

61 Kanor Kesetuan Jangsy din Fediccdungan Masyeracat mempurysi
fungsi :

Dipindai dengan CamScanner
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a. Perumusan  kebljakan teknls di Bidang
Kesatuan Bangsa dan  Perlindungan
Masyarakat.

b, Pelayanan penunjang  penyelenggaraan

pemerintahan  Kabupaten  di Bidang
Kesatuan Bangsa dan  Perindurgan
Masyarakal.

Baglan Keernpat
STRUKTUR ORGANISAST

Fasal 6.3

strubtur Orgarisast Kantor Kesawuan bangsa dan Perindurgan

Masyarahat meliputi

a. Kepaa ;

D. Sub Bagian Tata Usuha;

& Seksi Huoungan Anar Lembaca;

d. Seksi  Kebangsaan dan Pengemanan [diokgi, Foluk |
Ekonomi , Sosiai Budaya;

e. Seksi Kesiagaan dam Penanggulangan Bencara;

f Seksl Peningratan Sumber Daya Manusa dar Potens
Sztuan Perlindungan Masyarakat,

g. Kelompok Jabatan Fungsional.

3agen  Shuktur  Orgaisasi Kaator Kesatuan Ban) 2
Perlivoungan Masyarakat  adalah sebugainane =idupat calm
Anpiar ¥V can merupekan lanolian yang tidak episahar ¢l
>erannan Dazrah irl.

Parag.ai Kearay veias
KANTOR SATUAN PILIST PAMONG PRAJA
Bagan Feitana
KEDUCU AN
Fasin b

Kardor Sawan Folsi Fanong Praja  merupakan unsUr
Penumgang Pemenntab  Kabupaten.

Dipindai dengan CamScanner
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(2) Kantor Satuan Pollsl Parnorg Praja  dipirmpin oleh seorang Kepala

yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepaca Kepala
Daerah melalui Sekretaiis Daerah,

Baglan Kedua
TUGAS POKOK

Fasal 65

Kantor Satuan Polish Pameng Praja mempunyal tLgas mempanty
Kepala Dasrah dalarn penyelengcaiain Pernerintahian Kabupaten di Bdang
Satuan Poas Fariong Praja.

Bagian Keticia
FUNGSI

Fasal 66

Untuk menyelenggerakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal
635 Kantor Satuan Polisi Pamong Fraja rempuryai fungsi :

a.  Perumusan kebijakan teknis di Bidang Setuan Polisi Pamong Praje

b. Peleyenan perunjeng penyelengcalagn pemerintatan Kabipaten &
Bidung Sawan Polisi Pamoric Praja.

Bagian Keampat
ETRUKIUR CREANISAST

Irasal 67

(1) Structur Crganisas Kantor Satuan Palisi Parmong Prap |, maiput |
Kepala ;

Suo Baglan Tata Usaha,

e Bina Ketertibun,

Ses Operasioaal;

Keiompok Jabatan Fungsicnal,

ponow

Dipindai dengan CamScanner
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(2). Bagan Struktur Organisasl Kantor Satuan Folisi Pamang Fraja
adalah sebagalmana terdapat dalam Larnpiran XVI dan merupakan
lampiran yang tidak terpisahkan darl Peraturan Daerah Ini.

Paragraf Ketujuh Beas
KANTOR PENGOLAHAN DATA ELEKTRONIK

Bagian Fertana
KEDUDUKAN

Pasal GB

(1)  Xantor Pergolahan Cata  Elekbrorik rmerapakan R
PenuniErg Pemerirtah  Kabupaten.

(2) <antor Pangolahen Duta  Eektronik cipimpin oleh seorang Kzcals
yang beada ai buwah dan berlarggung jawab kepada Kera'a
Dzerah meaialui Sekaretaris Daerah.

Bagian Kedua
TUGAS POKOK
Pasal 69
Cantor Pengclanan Duta  Elzktronk mempunyal tuges membantu

Kopals Dazreh  daiaim penyesarggaaan Pety arin@han Kabuputen di
Bdeny Pengoluhan Cata Eleklron K

Baghan Ketiya
FUN 351
Pasal 70

Jutuk menyaieng aragan (yas sebagaimana dinaksud daain Pesal
67 Kantor Pengoahan Data  Electionik mempunyal fungst

Dipindai dengan CamScanner
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a. Perumausan kebijakan teknis di Bclang Peagolahar, Dala  Elektronik

Pelayanan penunjang penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten di
Bidang Pengolahan Data  Elektronik.

Bagian Keempat
STRUKTUR ORGANISAST
iy
Pasal 71

(1) Strustur Organisasi Kanior Pengolehan Data  Eeltronik, melipud
Kepala,

Sub Bagian Tata Usaha ;

Se«si Pengolahan Data;

Secsi Peayanan Data;

K=2:0mpok Jabatan Fungsicnal,

Pnop oW

(2) Bagan Struktur Organisasi Kantor Pengoiahan Data Eledronk
adalah sebagaimana terdapat dalam Lampiran XVII dan mempasan
lampiran yang ‘idak terpisahkan dari Peraturan Deesah ini.

Paragral Kedelapan Eelas
KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIF DAERAH

Bagian Pertama
KEQUDUKAN
Fasal 72
(1) Kantol Perpustukaan dan Asip Dagiah  merupasan APSLY
Penunjang Femnerintah  Kabupaten,

(2) Komor Peipusiakaan can Arsip Osesale  aipangln olale sevrang
Kepala yong  berada Ji bawah dan barlangune jawab kepada
Kepale Cacrgh malalul Selretens Daerah

4

Dipindai dengan CamScanner
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Bagian IKedua
TUGAS POKOK

Pasal 73

<antor Perpustakaan dan Arsip Daerah mempunyai tugas
membartu Kepala Daerah daam penyelenggaiaan Pemerintahan
tabupatan di bidarg Perpustakaan can Arsip Daerah

Bagian Ketiga
FUNGST

Pasal 74

Jrtuk menyaienggarasan ugas sebagaimana dimaleud daam Feazal

73 Kantor Perpustakaan dan Arsip Daeran mempunya: fungsi :

a. Perumusan kebijakan teknis di Bidang Perpustakaan dan Aisip
czerah

b. Pelayanan penunjang penyelenggaraan Pemerintahan Kabapaten di
Bidang Perpustakaan dan Arsip Daerah

Begian Keernpat
STRUKTUR. QRGANISAS]

Pasal 75

(1)  Sbultur Crganisasi Kanlor Ferpustakaan den Arsip Daeral
melipud

Kepaia,

Sub Bagian Tata Usaha,

Seksi Pengalahan dan Akuisisi,

Seksl Pelayanan;

Seksi Programn dan Pengembangan;

Kelormpok Jabatan Fuangsional.

~eRa0ew

(2) 3agin Siruktar Crgarisast Konmol Ferpustakaen dan Asip Daerab
adalsh  sebagoimanra terdapat dalam  Lainpiran XVOI dan
mffsmpakm lsirpiran yaig tiduk terpisahkan dari Pavaturan Daeian
ini.

Dipindai dengan CamScanner
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Paiagraf Kesambilan Baas
KANTOR PELAYANAN TERPADU

Baglan Pertama
KEQUDUKAN

Pasal 75

Kantor  Pelayanan Terpadu merupakan  ursur  Penunjang
Pamerintah  Kabupalen,

Kantor Pelayanan Terpadu dipinpin oleh seorang kepalz yang

berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daeran
melalui Seketaris Daerah.

Baglun Kedua
TUGAS POKOK.
bPasal 77

Kanlor Pelavanan Terpacdu mempunyai tugas mambantu Kepala

Daerah calam penyelenggaraan Pemarintahan Kabupaten di Bidang
penyelenggaraan Pelayanan Terpadu.

Bagian K2tiga
FUNGSI

Fasal 78

Untuk manyelengge raken tudes ebaeinana dmaksud delam Pesal

77 Kantor Pelayanan Terpadu memnpunyal fugsl @

b.

perumasar kebijalan teknie o Bldang Feryelen¢guiian Peayanan
Terpadu,

Pelasaren penunang pan,reué{nggarw pemerintehan Katupaten di
Bidang, Fenyelenggaraan Pe'ayanan e padu.

Dipindai dengan CamScanner



LAT: Baglan Keernpat
| " STRUKTUR ORGANISAST

. Pasal 79

(1) Struklur Organisas! Kantor Pelayanan Terpaclu, meliputi :
Kepala;

Sub Baglan Tata Usuha,

Seksi Pelayanan Uimuim;

Seksi Pelayanan Perijinan;

Kelompok Jabatan Fungsional;

soogw

(2) Bagen Shuktur  Organisasi Kantor Pelayaran Tepacu adaian
sepageimana lerdapat dalam Lampian XX  dan rmerupalan
lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Dasian i

Paragraf Kedua Puluh
KANTOR KESEJAHTERAAIN SOSTAL

Bagian Peritama
KEDUDUKAN

Pasal B8O

(1)  Kantor Kesejghteraan Sosial rnerupaban  unswr  Feruweng
Pemezrntah  Kabupaten,

(2) cartor Kesejahteraan Sosial  dipimpin vleh swo ang kepal yeng
serada ditawah dan Lertarggung jaaebh kapaca Kepahy Doeras
melalui <ebretaris Dacrah,

Bagign Kedua
TUGAS POKOK

& .

Pasa! Ul

antor Keamahterpan Soslal  mempunval - gus  nenlbanty

aerah dalam  ponyelengyaaan Peinerintuhan Kabipaten ci
woeahteraan Sosal,

Dipindai dengan CamScanner



Baglan Ketiga
FUNGSI

Pasal 82

Untuk menyelenggarakan tuges sebagaimana dmaksud ddam Pasal
a1 Kantor Kesejahleraan Scslal mempunyai furgsi -

a. Perurnusar, kebijakan teknis di Bidang Kesejahteraan Sosid,

b. Pelaganan penunjang penyelengaeraan pemerintahan Kabupaten di
Bidang kesejatiteraan Sasial

Bag'an keervpat
STRUKTUR GRGANIS AST
Pasal 83

(1) Struktur Organisasi Kanior Kesejahteraan Sosial, melipuli :
Kepala, -

Sup Bagian Tata Usaha;

5e<s Bina Kescjehleraan 3csial;

Se<s Peayanan dun Rehabilitast Sosigl
Se¢s Bina Organ s sl dan Bantuan Sasialk
Ke.ompok Jabatar Furgsicnal,

-

~papow

(2)  Began  Sircktar Orgenisast Kanter Kesejahtercan Sosial  adalan
sebeqguimana terdapat da'am Lampren X dan mewupakan
lampiran yang tidak terpisahkan dar Feraturan Daerah ni.

i
.

i

mreT

F gl

Dipindai dengan CamScanner
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KEVENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 84
(1) Perincian Tugas dan Tata Kerja Lenbaga Tebwe Daeran akan

diatur ebih lanjut dangan Keputusan Kzpala Dazrah,

(2) Formasi dan Peisyaratan jabatan pada Lernbaga Teknis Daerah
ditetapkan dendan Keputusan Kepala Daerah cesuai dergan
keentuan petuian perundang-Jindanyan yang bariahu.

(3) Terhitung 1 (satu) tanun  sejak berlakunya Feraturan Daerzh iri
akan diadakan evaluasi terhadap Struktur Organisasi dan Tata
Kerja Lembaga Teknis Daerah, <hususnya Swruktur Crganisas. Gan
Tata Kerja Kantor Pertanahan, Kartor Koperasi serta Karitor
Perindustrian dan Perdajangan.

BAE V
KETENTUAN PENUTUP
Fasal 35
Sengan bedakinya Pergturan Jeerah inl, 1 ala Persturan Dacrah
Kabapatzn Caerzh Tigkat JI Megelang can Pesatuiar linma yanag

bertertancan cengan Pzraturan Dag:an ini dinyatakar dicabot dan tidak
* bearlakd.

Pasa! &

Feraturay Daerah ini mulai bedaku paca anggel diLndaagan,

Dipindai dengan CamScanner
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: "o Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintabkan
pengundangan Peraturan Daerah inl dengan pererpatannya  dalam
Lembaran Daerah Kabupaten Magelang,

Ditetapkan di Kota Muagkid.
Pacla nggal 22 Desember 2000

BUPAT]T MAGELANG
TTO.
CRS. H. HASYIM AFANDL.
DiLndangkan dalam Lernbaran Daerah Kabupaten Magelang
Nomor 22 Tanun 2000 Tanggal 22 Desember 2000
Serie D, Nemor 16
Sekretaris Caerah
Tid.
OIS, H._SOLECHAN, A5,

Fernbina Utama Muda
NP, 500 034 460

@ st G 2001

Dipindai dengan CamScanner
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PLHIELASAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG
NOMOR 19 TAHUM 2000

TENTANG

PEMBENTUIKAN , KEDUDUKAN, TUGAS POKOI(, FUNGST DAN
STRIKTUR ORGANISAST LEMBAGA TEKNLS DAERAH
KABUPATEN MAGELANG,

1. UTEUM,

1. Dasas Pamikiran.

Buhwe dencan diundanglenaya Undang-undang MNeror 22
Tahun 1999 tentang Pemerintanan Dasgrah yang merncer aa
kevvenargan ownen daerah yang l2oih wes kepada Duiean
Ksbupaten, diparcang peilu  untuk  meninjas  kembai
pengaduian organisasi Dinas-dinas Caerah, Bacan Staf, Satuaa
Khusus dan Perangkat Caerah lainnya yang aca di Kebupa=s
Magelang.

Penga:uran  kemball organisasi  sebagaimana ¢ maksud
didacarkan pada kewenangan, kebutubhan dan kemampuan
Daeiah Kabapater Magelang untuk melacsanakarrya can
berpevomnun pada Feratiran Penerintah Nonor & Tatua
2000 tertang 2edornan Organicasl Perangka: Daersh

Bahwe calam 1augka pangaturan kemoali or Janisasi dunokeud
perly dicelapban Peraturan Daerah yang mengatun teateny
Peroenulan, Kedaduhan, Tugas Pokok, Fungsi dan Sbaktur
Oigan < i Lavbaga Tekris Daerah  sabagal unsur peruneng
Pamenntali Kabupaten,

2, Suukouwr O1gumsasd,
Lernbagu Teknls Daerah tndil dan deri 2 macam yoitu
Lernoagy Yekws Daeah yarg berbentub badan dan Leirbagd
Tekunis Cacrah yang Levbentuk kantor,

Dipindai dengan CamScanner
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Juniah Formast  Jabatan  pada masng-nasing Satuan
Organisasi Lembaga Teknis Daerah didasarkan pada beban
Kerja dan kebutuhan unit kerja yang bersangkutan,

3, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi,
Lembaga Teknls Daerah merupakan  unsur  penunjang
pamerintah Kabupaten yang dipimpin oleh seoang kepal2
yang berada dibawah dan berlanggungjaveab kepada Kepala
Daeran melalui Sekretatls Daerah.

Lembaga Teknis Daerah rempuryal tgas membana Kegala
Daeran dalam penyelenggarsan Perenntalan Kabupaten ¢
bdengnya. '

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Lemoage Tekns Daeran

rempunyai fungsi : e

- peumusan kebijakan tzknis s2saal  dergan  lnguud
tugasnya.

- Peayanan Penunjang pemyelsnogaraan  pervennahan
kabupaten di bidangnya.

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pesal 1 : " Cukup jelas

Pzsal 2 : Cukup jelas.
Pesal 3 : Cukup jelas.
Pesz| 4 ; Cukup jelas.
Pesel 5 ! Cukup jelas.
Pesel 6 : Cukup jelas,
Pesel 7 : Culup jelas.
Pesel 8 : Cukup jelas
Peeil 9 : Cukup jelas.
Peszl L0 : Cukup jelas
Peszl 1 : Cukup jelas.
Pesal -2 : Cukup Jelas.
Pesal ©3 ; Cukup jelas,
Pzeal -4 : Cukup yeias,
Peszl 25 . : Cukup jelas,

Dipindai dengan CamScanner



Pasal 16
Pasal 17
Pasal 18
Pasal 19
Pasal 20
Pasal 21
Pasal 22
Pasal 23
Pasal 24
Pasal 25
Pasal 26
Sasal 27
Pasal 28
Pasal 29
Pasal 30
Pasal 31
Pacal 32
Pasal 33
Pasal 34
Pasal 35
Pasal 36
Pasal 37
Pasal 28
Pasal 39
Pacal 40
dasal 41
2acal 42
Yacal 43
Pacel 44
Yacal 45
Pacal 46
Pasal 47
2acal 16
Pasal 49
Pacal U
rasal 51
Pasal 52
>asal 53

Cukup jeias,
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jeias.
Cukup jeias.
Cukup jeias.
Cukup jeias.
Cukup jeias.
Cukup jias.
Cukup jeias.
Cukup jeias.
Cukup jeias.
Cukup jeias.
Cukup jeias.
Cukup jeias.
Cukup jelas.
Cukup jelas
Cukup jelas.
Cukup jeias.
Cukup jelas.
Cukup jeias.
Cukup jeias.
Cukup jeias.
Cukup jaias.
Cukup jeas.
Cukup jeas
Cukup jeas.
Cukup jeias,
Cukup jeias.
Cukup jeias.
Cukup jeias.
Cukup jeias,
Cukup jeas,
cukup jeas.
Clikl.lp ]eiaﬁ.

Dipindai dengan CamScanner
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Pasal 54
Pasal 55
Pasal 56
Fasal 57
Pasal 58
Pasal 59
Passl 60
Fasal 61
Fasal 62
Fasal 63
Fasal 64
Pasal 65
Faszl 66
Fasal 67
Pasal 68
Paszl 69
Pzsal 70
Pasal 71
Fasal 72
Pasal 73
Pasal 74
Pasal 75
Fesal 76
Pasal 77
Pzeel 78
Pasal 79
Pesel 80
Pzsel 81
Pesel 82
Pesal B3
Pesal 84
Fasal 85
Fesal 86

Cukup jedas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jedas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.

- Cukup jelas.

Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jeias.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas
Cukup jelas.
Cukup ielas.
Cukup jelas.
Cukup jelas,

Cukup jelas.

Culup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas,

Cukup jelas,
Cukup jelas,
Cukup jelas.

Cukup jelas.

Dipindai dengan CamScanner
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PENJELASAN TAMBAHAN,

Bahwa Peraturan Daerah inl teiah dibahas dalam Panitia Khusus
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada Tanggal 28, 29, 30
Nopember dan 1, 2, 5 Desermnber 2000 dan telah mendapat
persetujuan Dewan Peiwakilan Rakyat Daerah dengan Keputusan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang Nomor 85
Tahun 2000 Tanggal 18 Desernter 2000 tentang Persetujuan
Penetapan Peraturan Daerah Pembentukan, Keduoukan, Tugas
Pokok, Fungsi ‘'dan Struktur Qiganisasi Lembaca Teknis Daeiah
Kabupaten Magelang.

® justt-01

Dipindai dengan CamScanner
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LAMPLRAN M1 FERETUMH DAERAH KASUPATEN MAGELANG

19 TA-UN 1000
TFHIEGAL : 22 DESEMBER 2000.
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W PERATURAM DAERAM ABUPRTEN MAGELANG
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PERATURAN DAEFAH KRBUPRTEN MAGELANG
MOMOR, 19 TAKUM 2000
TANGGAL 11 DESEMECR 2000.
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LAMPLRAN VI FERATURAM DRAEFAH KRDUPETEN MAGELANG
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